
NOMOR
LAMPIRAN

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI  CIREBON
:    000.2.3.2  /  Kep.  42     -BKAD  /  2026
:    1  (satu) Lampiran

TENTANG

TIM  PEMBENTUKAN  RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH  KABUPATEN CIREBON  NOMOR 9 TAHUN  2020

TBNTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUpATI  CrREBON,

Menimbang

Men8in8at

a.

b,

2.

bahwa berdasarkan  ketentuan Pasal 25 uTo Pasal 32
dan Pasal 66 Jo Pasal 70  Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk  Hukum  Daerah  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120
Tahun  2018  tcntang  Perubahan  Atas     Peraturan
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    80    Tahun    2015
tentang    Pembentukan    Produk    IIukum    Daerah,
dalam   penyusunan   dan   pembahasan   rancangan
Peraturan      Daerah,      Bupati      membentuk      tim
penyusunan dan pem-bahasan Rancangan Peraturan
Daerah yang ditetapkan derigan Keputusan Bupal-.i;

bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana
dimaksud    dalam    huruf    a,    perlu    menetapkan
Keputusan     P+updti     tentang    Tim     Pembentukan
Rancangan   Pe.raturan  Daerah   tentang  Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9
Tahun   20?.0   Tentang   Pengelolaan   Barang   Milik
Daerah;

Undang-Undang   Nomor   12   Tahuri   2011   tentang
Pembentukari      Peraturan      Perundang-undangan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  20i 1
Nomor  8.'?,,.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  5234)  sebagaimana  telah  diubah
beberapa   kali    terakhir   dengan    Undang-Undang
Nom(jr  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua
Atas     Uric].ang-Undang     Nomor     12     Tahun     2011
tentang      Pembentukan      Pcrat.uran      Perundang~
undanga.n   (Lembaran   Negara   RcpLiblik   Indonesia
Tahun   2022   Nomc`,i-    143,   Tarribahan      Lcmbaran
Negara Republi.k liidoncsia Nomor 6801);

Undang-lJndang   Nomor   3   Tahun    2014    tentang
Perindust.ria n        (Lembaran        Ncgara        Rep ublik
lndoric.sia     T&h-Lin     2014     Ncrnor     4,     Tan;bchan
Lembaran  Ncgara  Republik  Indonesia  Nomor  5492)
sebagaimana 'ielah diubah dengan  Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerint€ili    Pengganti    Undang-LTndang   Nomor   2



3.

4.

-2-

Tahun     2022      tentang     Cipta     Kerja     menjadi
Undang-Undang      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia    Tahun    2023    Nomor    41,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang   Nolnor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun    2014    Nomor   244,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor   6   Tahun    2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2022    tentang
Cipta   Kerja   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor  417
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6856);   ej'

Undang-Undang  Nomor   107  Tahun   2024   tentang
Kabupaten     Cirebon     di     Provinsi     Jawa     Barat
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2024
Nomor  293,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 7044);   7'

5.        Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2014   tentang
Administrasi     Pemerintahan     (Lembaran     Negara
Republik    Indonesia    Tahun     2014     Nomor    292,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor    5601)    sebagaimana    telah    beberapa    kali
diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun      2023      tentang      Penetapan      Peraturan
Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2
Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang,+.
Undang    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    2023    Nomor    41,    Tambahan    Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.        Peraturan    Pemerintah    Nomor    38    Tahun    2016
tentang     Tata     Cara     Tuntutan     Ganti     Kerugian  `
Negara/Daerah    Terhadap    Pegawal     Negeri     Bukan'
Bendahara   atau   Pejabat   Lain   (Lembaran   Negara +
Republik     Indonesia     Tahun     2016     Nomor      196,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5934);

7.        Peraturan    Pemerintah    Nomor    27    Tahun    2014
tentang  Pengelolaan   Barang   Milik   Negara/Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014   `
Nomor  92,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik```
Indonesia  Nomor  5533)  sebagaimana  telah  diubah
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   28   Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang`
Milik   Negara/Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun    2020    Nomor    142,    Tambahan`
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8.        Peraturan    Pemerintah    Nomor    84    Tahun    2014
tentang   Penjualan    Barang   Milik    Negara/Daerah  `
Berupa   Kendaraan   Per()rangan   Dinas   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor 305,



9.
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Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   5610)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    20    Tahun    2022
tentang    Perubahan    atas    Peraturan    Pemerintah
Nomor  84  Tahun  2014  tentang  Penjualan  Barang
Milik         Negara/ Daerah         Berupa         Kendaraan
Perorangan    Dinas    (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia   Tahun    2022    Nomor    127,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2019  Nomor  42,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6322);

10.      Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun
2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan   Barang  Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor    547)    sebagaimana    telah    diubah    dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia
Nomor   7   Tahun   2024   tentang   Perubahan   Alas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   19  Tahun
2016   tentang  Pedoman   Pengelolaan   Barang  Milik
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2024 Nomor 350);

11.      Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  108  Tahun
2016  tentang  Penggolongan  Dan  Kodefikasi  Barang
Milik   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2083);

12.      Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   9
Tahun    2020    tentang   Pengelolaan    Barang    Milik
Daerah    (Lembaran    Daerah    Kabupaten    Cirebon
Tahun 2020 Nomor 9);

13.      Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor     80
Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum
Daerah       (Berita       Negara       Republik       Indonesia
Tahun    2015    Nomor    2036)     sebagaimana    t.elah
diubah  dengan     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor   120  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor     80
Tahun      2015      tentang      Pembentukan      Produk
Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor  157);

14.      Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  47  Tahun
2021  Tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pembukuan,
Inventarisasi,  dan  Pelaporan  Barang  Milik  Daerah
(Berita   Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2021
Nomor  1076);

14.      Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   10
Tahun    2016    tentang   Tata    Cara    Pembentukan
Peraturan   Daerah   (Lembaran   Daerah   Kabupaten
Cirebon     Tahun     2016     Nomor     10,     Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
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MEMUTUSKAN  :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tim   Pembentukan     Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang
Perubahan    atas    Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon
Nomor   9   Tahun   2020   Tentang   Pengelolaan   Barang   Milik
Daerah    sebagaimana    tercantum    dalam    Lampiran    yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tugas   pokok   tim   sebagaimana   dimaksud   dalam   Diktum
KESATU adalah :
a.      melakukan   penyusunan   dan   pembahasan   Rancangan

Peraturan  Daerah  tentang    Perubahan  atas  Peraturan
Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor    9    Tahun    2020
Tentang    Pengelolaan    Barang    Milik    Daerah    dengan
panitia khusus  DPRD  Kabupaten  Cirebon  dalam  semua
tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

b.      melaporkan   hasil   pembahasan   rancangan   Peraturan
Daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada  tanggal    13   iTebrualri   2,J26

BUPATI  CIREBON,

IMRON

Tembusan:
1.  Yth.  Gubernur Jawa Barat;
2.  Yth.  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3.  Yth.  Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  CIREBON

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

000.2.3.2  /  Kep.   42    -BKAD/  2026
13   Febru.ari   2`J26

TIM   PEMBENTUKAN   RANCANGAN   PERATURAN
DAERAI-I         TENTANG         PERUBAHAN         ATAS
PERATURAN    DAERAH    KABUPATEN    CIREBON
NOMOR 9 TAHUN  2020 TENTANG  PENGELOLAAN
BARANG MILIK  DAERAH

SUSUNAN  KEANGGOTAAN
TIM  PEMBENTUKAN  RANCANGAN  PERATURAN  DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ATAS  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  CIREBON  NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN BARANG  MILIK DAERAH

Pengarah

Ketua
Sekretaris

Anggota

1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Kepala Badan  Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Asislen  Perekonomian  dan  Pembangunan  Sekrelariat  Daerah
Kabupaten Cirebon
1.      Kepala  Bagian   Hukum   Sekretariat  Daerah   Kabupaten

Cirebon;
2.       Kepala  Bagian   Perekonomian   dan   Sumber  Daya  Alam

Sekretariat Daerah Kabupaten Circb()n;
3.       Kepala  Bidang  Pengelolaan   Barang  Milik  Daerah   pada

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4.      Kepala    Subbidang    Pengamanan     dan     Pemanfaatan

Barang  Milik  Daerah  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset
Daerah Kabupaten Cirebon;

5.       Perancang   Peraturan   Perundang-undangan   Ahli   Muda
pada   Bagian    Hukum   Sekretarial   Daerah    Kabupaten
Cirebon;

6.       Analis     Hukum     Ahli     Muda     pada     Bagian     Hukum
Sekretariat Daerah  Kabupaten  Cireb()n;

7.       Star   Bidang   Pengelolaan    Barang   Milik   Daerah   pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI  CIRBBON,


